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ABSTRAK 

KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS  

DALAM  JAMINAN   FIDUCIA 

 
OLEH 

MOCH. RISYANDI FATIKA 

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui kedudukan akta yang dibuat 

notaris dalam jaminan fiducia. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini 

adalah Bagaimanakah kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam 

jaminan Fiducia dan Apakah  akibat hukum terhadap jaminan fiducia 

apabila tidak dibuat dihadapan Notaris. Penulisan skripsi ini tergolong 

penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak 

berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat 

disimpulkan ; Kedudukan Akta yang Dibuat Notaris dalam Jaminan Fiducia 

adalah sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 

atau perbuatan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum maupun sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum 

yaitu jaminan fiducia dan Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fiducia 

Apabila Tidak Dibuat Dihadapan Notaris, maka perjanjian fiducia tersebut 

tidak bersifat otentik tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan sehingga 

tidak memenuhi persyaratan untuk dikatagorikan sebagai jaminan fiducia, 

dan tidak mempunyai hak yang didahulukan (Preferen) kepada penerima 

fidusia terhadap kreditor yang lain 

 

 

Kata Kunci : Akta, Jaminan, Fiducia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 

ayat (1) perekonomian dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan, dalam hal ini pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi 

ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam 

kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban 

memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta 

menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia 

usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta 

menciptakan iklim yang sehat dengan kegiatan yang nyata. 

Setiap orang memahami arti penting uang atau kekurangan uang terhadap 

kemakmurannya. Sebagian besar manusia yakin bahwa uang merupakan salah 

satu barang yang penting dalam kehidupan manusia. Uang memberikan pada 

seorang individu kekuasaan atas barang, tapi penyediaan uang dunia yang 

semakin meningkat tidak akan mengubah kuantitas barang yang tersedia, dan 

perubahan kuantitas uang berkaitan dengan perubahan tingkat harga. Sehingga 

dalam pertumbuhannya akhir-akhir ini diperlukan dana yang semakin banyak bagi 

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.  

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang mendapat 

perhatian yang serius diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana 

1 
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perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan 

kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas 

uang. Peningkatan kegiatan ekonomi, selalu dibarengi dengan kegiatan dibidang 

perkreditan. Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu 

kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur meminjamkan uangnya dengan 

memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. Demikian pula pihak 

debitur, dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya. 

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan 

kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang 

dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH 

Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu 

asasnya yaitu kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang 

bebas untuk melakukan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan 

undang-undang dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat 

didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya”. 

Didalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang 

bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu 

dipertahankan. Yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai 

kesejahteraan dan kebahagian hidup lahir dan batin yang serasi, selaras 

dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.1  

 

Perjanjian utang piutang antara debitur  dan kreditur dituangkan dalam 

perjanjian kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah 

                                                             
1 Mariam Darus Badrulzaman,  2001, Kompilasi Hukum 

Perikatan, Citra Aditya Bakti. Bandung , Hlm. 87 
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“salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini 

tunduk pada ketentuan KUHPerdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 

tentang perjanjian pinjam meminjam”.2 

 Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang 

mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban 

mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban 

mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian 

kredit. Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai 

resiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun 

bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali, karena suatu hal debitur tidak 

mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan 

kemudahan untuk mengembalikan pinjaman. 

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib 

menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya 

perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat 

secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati 

isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun 

dibawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa 

fungsi. Yaitu diantaranya: 

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan 

sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang 

mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan. 

2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan 

kewajiban diantara debitur dan kreditur. 

                                                             
2 Joni Emirson, 2008,  Hukum Perbankan Indonesia, Kelompok 

Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, Hlm. 109 
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3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring.3 

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah 

diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan 

memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang 

memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan 

dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar 

hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. 

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi, 

kreditur mempunyai hak untuk menentukan pemenuhan hutangnya, bila hutang 

tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai 

sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual 

benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut 

digunakan untuk memenuhi hutang debitur. 

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda 

tertentu dari debitur yang dijaminkan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi 

benda jaminan, maka kreditur harus mempunyai atas hak untuk melakukan 

eksekusi melalui penyitaan eksekutorial. 

Syarat adanya title eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi 

kreditur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari debitur. Title eksekutorial 

dapat timbul berdasarkan putusan hakim yang telah dibuat dalam bentuk 

eksekutorial yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah tertentu 

atau prestasi tertentu atau dapat juga berdasarkan akta notaris yang sengaja dibuat 

dalam bentuk eksekutorial, dalam bentuk grosse akta. 

                                                             
3 Ibid., Hlm. 110. 
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Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan 

mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke 

dalam bentuk skripsi dengan judul: KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT 

NOTARIS DALAM  JAMINAN FIDUCIA. 

 

B. Permasalahan 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimanakah kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan 

Fiducia ? 

2. Apakah  akibat hukum terhadap jaminan fiducia apabila tidak dibuat 

dihadapan Notaris ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan 

permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam 

penelitian ini yang bersangkut paut dengan Kedudukan akta yang dibuat oleh 

notaris dalam jaminan Fiducia   .  

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan   

dengan : 

1. Kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan Fiducia  

2. Akibat hukum terhadap jaminan fiducia apabila tidak dibuat dihadapan 

Notaris. 
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D. Kerangka Konseptual 

Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan 

bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. (Pasal 

1867 KUH Perdata). 

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat 

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan4).  

Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut 

tetap dalam penguasaan pemilik benda. (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia) 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya 

menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian  

komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan 

sistematis sebagai karya ilmiah. 

 2. Teknik Pengumpulan Data  

                                                             
 4) Hadisoeprapto Hartono, 2004, Pokok-Pokok Hukum 

Perikatan Dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, hlm 72 
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 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas 

permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah : 

1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 

Jakarta. 

 

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah : 

1) Gatot Supramono, 2007, Hukum Perseroan Terbatas, Pernerbit 

Djambatan, Jakarta. 

2) Habib Adjie, 2007, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, 

Bandung. 

 

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah : 

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka 

3. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular 

yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. 

 Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat 

deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa. 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas 

permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer, bahan 

hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan. 

 Teknik pengolahan data  dilakukan dengan cara menganalisis data 

tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. 

 

 

 

F. Sistematika Penulisan 
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Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematikanya adalah sebagai 

berikut :  

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, kerangka konseptual, metode 

penelitian Serta sistematika penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan obyek penelitian,  antara lain Pengertian dan Macam-

macam Jaminan, Pengertian dan Syarat-syarat Fiducia, Tugas Notaris, Akta 

Otentik 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan akta 

yang dibuat oleh notaris dalam jaminan Fiducia dan Akibat hukum terhadap 

jaminan fiducia apabila tidak dibuat dihadapan Notaris. 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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